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MOTTO 
 
 
  ضاَر َت ْنَع ًَةراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي َلَََ  ْمُكْنِم 
 اًميَِحر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف ْنَأ اوُل ُتْق َت 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa‟ 
ayat 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ز s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
ر Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ر z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
س Ra R Er 
ص Zai Z Zet 
ط Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
غ t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ه Lam L El 
viii 
 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ٛ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةرم Kataba 
2. شمر Zukira 
3. ةٕزٝ Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٙ...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ٗ...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فٞم Kaifa 
2. هشد Haula 
 
 
 
ix 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٛ...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ٛ...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
ٗ...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هاق Qa>la 
2. وٞق Qi>la 
3. قٝه٘  Yaqu>lu 
4. ٍٜس Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هافغلأا حظٗس Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. حذيغ T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
x 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّْتس Rabbana 
2. هّضّ Nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّشىا Ar-rajulu 
2. هلاجىا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ومأ Akala 
2. ُٗزخؤذ Taꞌkhuduna 
3. ؤْىا An-Nauꞌu 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
xi 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ه٘سسلاإ ذذٍَ اٍ ٗ Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 َِٞىاعىا بس للهذَذىا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ِٞقصاشىاشٞخ ٖ٘ى الله ُإٗ 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 ُاضَٞىاٗ وٞنىا ا٘فٗؤف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
 
xii 
 
KATA PENGANTAR 
Asslamu’alaikum Wr.Wb 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijarah Anggota 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali”. Skirpsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari‟ah IAIN Surakarta. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 
setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Surakarta serta 
pembimbing akademik fakultas syariah. 
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. 
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah) 
4. Ibu Siti Kasiati, S.Ag.,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan 
skripsi. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah 
memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
6. Pendiri, pengurus dan seluruh anggota KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali. 
7. Bapak, ibu dan kakakku, terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan 
yang tidak ada habisnya, serta kasih sayang yang tercurahkan selama ini. 
8. Bapak Kiai, Ibu Nyai dan kelauarga besar Pondok Pesantren Al-Fattah 
Kartasura, terimakasih atas dukungannya selama empat tahun di Pesantren. 
xiii 
 
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 14 HES B yang telah memberikan 
dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
10. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji 
skripsi ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu yang telah berjasa 
dan membantu penulis baik moril maupun dukungannya dalam penyusunan 
skirpsi. 
Wasslamu’alaikum Wr. Wb.  
 
 
 
 
 
       Surakarta,  6 Agustus 2018  
 
       
     Sholikah 
      NIM. 142.111.055 
 
xiv 
 
ABSTRAK 
 
Sholikah, NIM: 142.11.055, “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada 
Pembiayaan Ijarah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 
Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali”.  
Ijarahmerupakan salah satu dari akad bermuamalah yang telah banyak 
digunakan diberbagai sektor bidang kehidupan manusia, terutama dalam hal upah-
mengupah dan pekerjaan. Ijarahadalah akad pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milki>yyah) atas barang itu sendiri.Selain itu terdapat 
rukun dan syarat dari akad ijarah yang harus terpenuhi. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan 
ijarah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, maksud dari 
penelitian lapangan yaitu peneliti berangkat ke objek penelitian untuk melakukan 
pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan cara 
tatap muka atau wawancara 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian 
wanprestasi pada pembiayaan ijarah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syari‟ah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali ini menggunakan 
beberapa prosedur yaitu melakukan pendekatan personal, melakukan pendekatan 
kepada keluarga anggota, melaui pihak ketiga, memberikan surat peringatan, 
mengundang anggota untuk datang kekantor guna melakukan musyawarah. Hal-
hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dengan anggota, yaitu: 
Penjadwalan kembali (rescheduling), restructuring (membuat akad baru), lelang 
jaminan, melalui jalur pengadilan. Sehingga penanganan wanprestasi di KSPPS 
Bina Umat Mandiri Bumi sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
10/18/PBI/2008 tentang Rekstrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah. 
 
  
Kata Kunci : Ijarah, Wanprestasi 
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ABSTRACT 
 
 Sholikah, NIM: 142.11.055, "Analysis of Default Settlement in Ijarah 
Financing of Members of Savings and Loans Cooperatives and Financing of 
Sharia Self-Help for the Earth Boyolali". 
 Ijarah is one of the bermuamalah contracts that have been widely used in 
various sectors of human life, especially in terms of wages and wages. Ijarah is a 
contract of transfer of usufructuary rights over goods or services, through the 
payment of rental wages, without being followed by the transfer of ownership 
(ownership) of the goods themselves. In addition there are harmony and terms of 
the ijarah contract that must be fulfilled. This research was conducted to find out 
how the settlement of defaults on the financing of ijarah Savings and Loans 
Cooperatives and Financing Sharia Bina Umat Mandiri Mandiri Boyolali. 
 This study uses field research methods, the purpose of field research is 
that researchers go to the object of research to make observations about a 
phenomenon in a natural state by face to face or interview. 
 The results of this study indicate that in the settlement of defaults on 
ijarah financing carried out by the Savings and Loans Cooperative and Mandiri 
Bumi Community Shari'ah Financing, Boyolali uses several procedures, namely 
personal approach, approaching members' families, through third parties, giving 
warning letters, invite members to come to the office to hold consultations. Things 
that can be done to obtain an agreement with members, namely: rescheduling, 
restructuring (making a new contract), auction guarantees, through the court. So 
that the handling of defaults in KSPPS Mandiri Bumi Mandiri is in accordance 
with Indonesia Bank Regulations number 10/18/PBI/2008 Concerning Financing 
Restructuring For Islamic Banks And Sharia Business Units. 
 
 
 
Keywords: Ijarah, Default 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan dan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan 
serta bisnis syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan 
kinerja yang membaik. Perkembangan perbankan syariah menurut para ahli 
akan lebih cepat dan lebih kokoh eksitensinya setelah disahkannya Undang-
undang Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008. Pengundangan dalam 
Lembaran Negara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2008, yakni berupa Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
1
 
Perkembangan ini di dukung dengan regulasi tentang bisnis syariah 
atau Lembaga Keuangan Syariah antara lain dengan munculnya beberapa 
Undang-undang seperti UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU 
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah, dan lain-lain. 
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidaklah heran muncul 
lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan 
perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa 
kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang 
perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi yang 
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 Khotibul Umam, Trend Pembentukan Bank Umum Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 
hlm. 1. 
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didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat 
maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan.
2
 
Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Kemudian diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang-undang No. 
20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah oleh Koperasi. 
Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara 
mantap, demokratis, otonom patisipatif, dan berwatak sosial yang 
operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyusung etika moral 
dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya 
sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.
3
  
Koperasi Syari‟ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika 
menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. 
Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori 
pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata 
mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para 
pengusaha mikro.
4
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Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syu>ro) 
sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan 
seluruh potensi anggota yang dimilikinya. (Q.S Al-Maidah : 2) 
  …                               
         
Artinya:  
Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksaan-Nya.
5
 
 
Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat 
Mandiri Bumi Boyolali terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan 
yakni berupa produk simpanan dan produk pembiayaan. Saat ini produk 
simpanan yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali yaitu simpanan umat, simpanan 
pendidikan, simpanan qurban dan hari raya, dan simpanan masa depan. 
Sedangkan produk pembiaayan antara lain pembiayaan Mura>bahah, 
pembiayaan Mud}a>rabah, Musyarokah dan pembiayaan Ijarah.
6
 
Dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah koperasi, seringkali 
anggota dalam pembayaran angsuran mengalami kemacetan atau penunggakan 
yang biasa kita sebut dengan wanprestasi. Secara singkat wanprestasi dalam 
praktik bank syariah, seorang nasabah dalam pembiayaan dianggap 
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wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 
memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan 
dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya.
7
 
Wanprestasi itu disebabkan beberapa faktor yang berbeda-beda, 
meskipun diawal sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu anggota 
dengan pihak koperasi. Sehingga antara nasabah dan pihak KSPPS terikat oleh 
sebuah perjanjian. Salah satu anggota yang mengalami kemacetan 
pengembalian angsuran pembiayaan terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali. Wanprestasi ini rata-
rata terjadi pada pembiayaan ijarah. Akad  ijarah KSPPS Bina Umat Mandiri 
yakni pihak KSPPS akan membayar tunai sewa kios yang di inginkan oleh 
nasabah dan menyewakan kepada anggota dengan harga yang disepakati 
dengan diangsur setiap bulan.  
Jumlah anggota yang telah mengajukan pembiayaan ijarah di Koperasi 
ini berjumlah 142 anggota. Dari 142 tersebut sejumlah 17 anggota telah 
mengalami wanprestasi. Ada yang macet total maupun macet sementara. Rata-
rata kemacetan pada pembiayaan yang diajukan pada tahun 2017. Namun, ada 
juga yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016.
8
 Dari sejumlah kemacetan 
tersebut pihak Koperasi belum pernah membawa penyelesaian ke pengadilan. 
Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian wanprestasi 
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di Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali, melihat banyaknya anggota yang mengalami kemacetan dan telah 
berlangsung rata-rata selama dua tahun lebih.
9
 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah Bina Umat Mandiri 
Bumi ini berkedudukan di JL. Kalioso-Simo km 4,7 Mojobaru Rembun 
Nogosari Boyolali. KJKS Bina Umat Mandiri Bumi didaftar pada dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, dengan 
badan hukum Nomor 970/BH/XIV.5/V/2014 tanggal 1 Mei 2014.  
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
mengangkat persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul “ANALISIS 
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH 
ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH BINA UMAT MANDIRI BUMI BOYOLALI”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada anggota 
di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali? 
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada anggota Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali? 
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3. Apakah penyelesaian wanprestasi anggota dalam akad ijarah di Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada 
anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat 
Mandiri Bumi Boyolali. 
2. Mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi pada anggota Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bian Umat Mandiri Bumi 
Boyolali. 
3. Mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad ijarah 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
secara teoritis maupun secara praktis. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan 
dapat memperkaya khazanah kasus hukum pada civitas akademika fakultas 
Syariah jurusa Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya tentang penyelesaian 
wanprestasi pada anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. 
Selain hal itu juga dapat dijadikan bahan bacaan tentang Hukum Islam.  
Secara praktis hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat 
umum. Masyarakat dapat mengetahui cara penyelesaian wanprestasi yang 
7 
 
 
terjadi pada anggota KSPPS dan beberapa resiko yang harus ditanggung oleh 
nasabah. Sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam pengambilan 
tindakan atau berfikir kembali jika melakukan perjanjian dengan pihak 
KSPPS. 
 Bagi pihak KSPPS sendiri hasil penelitian ini dapat memberikan 
sedikit manfaat yakni kehati-hatian lagi dalam memilih anggota yang akan 
diberikan pinjaman. Harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari 
dalam maupun luar. 
 
E. Kerangka Teori 
 Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-
„iwad}h/penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawa>bu dalam konteks pahala 
dinamai juga al-Ajru/upah. 
 Adapun sacara terminology, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, 
antara lain:
10
 
1. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. 
2. Menurut Ulama Syafi‟iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh 
dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. 
3. Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan 
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila 
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yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda 
disebut Ijarah al‟Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila 
yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang 
disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik 
skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut 
al-ijarah. 
Menurut Fatwa DSN, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri.
11
  
Adapun dasar hukum tentang kebolehan Al-Ijarah sebagai berikut : 
1. (QS.Ath-Thalaq 6) 
 …           
Artinya: 
Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya.
12
 
 
2.  (QS. Al-Qashas: 26). 
                               
  
Artinya: 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
13
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3. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 
 اوطعأ( ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر لاق : لاق امهنع للها يضر رمع نبا نع و
جلاا.وجام نبا هاور )وقرع جف جيّأ لبق هرجأ ير  
 “Dari „Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda Berikanlah upah 
pekerja sebelum keringatnya kering.” Riwayat ibnu Majjah.14 
 
 Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan abul 
dari dua belah pihak yang bertransaksi adapun menurut Jumhur Ulama 
rukun ijarah ada empat, yaitu:
15
 
a. Dua orang yang berakad. 
b. Sighat (ijab dan Kabul) 
c. Sewa atau imbalan. 
d. Manfaat. 
 Adapun syarat-syarat al-ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun 
Haroen sebagai berikut:
16
 
a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. 
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan 
akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan 
akad ini, maka akad al-ijarah nya tidak sah. 
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c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak 
muncul perselisihan dikemudian hari. 
d. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung 
dan tidak ada cacatnya. 
e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 
f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 
menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau 
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. 
g. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti 
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. 
h. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 
memiliki nilai ekonomi. 
 Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang 
isinya “Si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya 
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
17
 
 Menurut fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tentang 
Pembiayaan Ijarah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
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dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapainya 
kesepakatan melalui musyawarah.
18
 
 Penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana sengketa 
lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi 
maupun non litigasi.
19
 
 Litigasi merupakan proses gugatan atas suatu konflik yang 
diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para 
pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang 
bertentangan.
20
Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang diberi kewenangan 
dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah diatur dalam 
ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU 3/2006. 
 Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi 
sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini di 
antaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua 
belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional 
(BASYARNAS).
21
 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Koperasi Syariah dalam 
penanganan nasabah yang bermasalah adalah restrukturisasi. 
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Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi 
kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. 
Jenis rektrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan Koperasi 
Syariah adalah dengan cara sebagai berikut:
22
 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling) 
Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota 
Koperasi Syariah atau jangka waktu pembiayaannya. 
b. Persyaratan kembali (reconditioning) 
Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 
pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwal pembayaran, 
jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan 
sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan yang 
harus dibayarkan kepada Koperasi Syariah. 
c. Penataan kembali (restructuring) 
Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak 
terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 
1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota; 
2) Konversi akad pembiayaan. 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi Wisnu Saputra (2017) yang berjudul “Penanganan 
Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Karima Polanharja 
Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam”.  Membahas tentang Penanganan 
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wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT 
yang kemudian pengananan tersebut dikomparasikan ke dalam perspektif 
hukum Islam. Dimana BMT dalam menangani suatu kasus pembiayaan 
bermasalah yang dilakukan nasabah, di dalam hukum Islam itu terdapat 
beberapa kaidah baik. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa 
prosedur yaitu: perdamaian, arbitrase, pengadilan. Sehingga penanganan 
sengketa di BMT Karima Polanharja sudah sesuai dengan hukum Islam.
23
 
Skripsi yang penulis buat juga membahas penanganan wanprestasi namun 
yang terjadi pada pembiayaan ijarah yang kemudian dikomparasikan dengan 
Fatwa DSN MUI. 
Skripsi Didik Sujarmiko (2016) yang berjudul “Penyelesaian 
Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit KJKS Anda Salatiga 
Nomer 0152”. Membahas tentang penyelesaian wanprestasi dimana pihak 
yang wanprestasi adalah kreditur bukan debiturnya. Yakni kreditur 
menghilangkan barang jaminan. Sehingga debitur tidak melunasi tagihan 
kredit. Disini langkah yang diambil oleh pihak KJKS yakni melaporkan ke 
POLDA dan dipublikasikan di media masa bahwa ada kehilangan motor. 
Masalah tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak KJKS 
dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. 
Setelah itu pihak KJKS Anda Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak 
melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak KJKS Anda 
memberikan paksaan kepada debitur dengan kesepakatan pihak KJKS untuk 
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membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua belah pihak sama-sama 
rugi.
24
 Skripsi yang penulis buat membahas wanprestasi yang dilakukan oleh 
nasabah Koperasi. 
Skripsi Dina Aprilia (2016) yang berjudul “Metode Penyelesaian 
Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Bina 
Umat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan)”. Membahas tentang penyebab-
penyebab terjadinya wanprestasi dan metode penyelesaian wanprestasi 
tersebut. Metode dikomparasikan dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000. Dimana metode yang dilakukan oleh pihak BMT sudah sesuai 
dengan Fatwa tersebut.
25
 
Skripsi Wahib Mahfud (2017) yang berjudul “Analisis Akad Sewa 
Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau Dari Perspektif Ijarah dan Ketentuan 
Akuntansi Syari‟ah PSAK 107)”. Implementasi akad sewa menyewa di BMT 
Tumang Boyolali ditinjau dari perspektif ijarah dan PSAK 107.
26
 
Meninjau dari beberapa skripsi di atas sebagai bahan perbandingan 
penelitian lapangan yang dilakukan pada suatu Lembaga Keuangan Syariah 
yaitu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Bina Umat 
Mandiri Bumi Boyolali, maka peneliti membahas tentang faktor-faktor yang 
                                                          
24
 Didik Sujarmiko. 2016. “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian 
Kredit KJKS Anda Salatiga Nomer 0152”.  Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah IAIN 
Salatiga, 2016. 
25
 Dina Aprilia. 2016. “Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan 
Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan)”. Skripsi 
Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah IAIN Surakarta. 2016. 
26
 Wahib Mahfud. 2017. “Analisis Akad Sewa Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau Dari 
Perspektif Iajarah dan Ketentuan Akuntansi Syari‟ah PSAK 107)”. Jurusan Akuntansi Syari‟ah 
IAIN Surakarta. 2017. 
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menyebabkan nasabah wanprestasi dan penanganan wanprestasi pada 
pembiayaan ijarah anggota KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi yang dilakukan 
oleh KSPPS. Kemudian penanganan tersebut apakah sudah sesuai dengan 
fatwa MUI. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Terkait dengan kajian penelitian ini, maka peneliti menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis 
penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 
dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 
cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
27
 Peneliti memilih jenis 
pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu, menyesuaikan metode 
kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan 
yang ada. Dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang 
akurat, dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan 
informan.  
2. Sumber Data 
Adapaun jenis data yang penulis pergunakan dalam penulisan 
skripsi ini meliputi: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara 
dengan para informan. Dalam hal ini adalah keterangan dari pihak 
                                                          
27
 V. Wiratna Sujarweni, 2014, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru), 
hlm. 19.5 
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Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali. Penulis akan mewawancarai Pengurus, Pengawas, dan 
anggota Koperasi.  
Wanwancara tersebut mengenai pembiayaan ijarah dan cara 
penanganannya. Jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah 
di Koperasi ini adalah 142 anggota, dari sejumlah itu yang telah 
mengalami wanprestasi 17 anggota. Dalam artian jumlah populasi 
untuk pembiayaan ijarah yang mengalami wanprestasi ialah 17.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 
langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 
sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 
telah tersedia.
28
 
c. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-
undangan, dan putusan hakim.  
d. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 
memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.  
3. Lokasi dan waktu penelitian 
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 Saifuddin Azwar, 1998, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 91. 
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a. Lokasi 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali Jl. Kalioso-
Simo KM. 4.7 Mojo Baru Rembun, Nogosari, Boyolali. 
b. Waktu penelitian 
No. Bulan Maret  April  Mei  Juni Juli  Agustus  September  
Kegiatan         
1.  Penyusunan 
proposal 
X       
2.  Konsultasi X X X X X X X 
3.  Revisi 
proposal 
 X X     
4.  Pengumpulan 
data 
  X X    
5.  Analisis data     X   
6.  Penulisan 
akhir naskah 
skripsi 
    X X  
7.  Pendaftaran 
munaqosah 
     X  
8.  Munaqosah       X  
9.  Revisi 
Skripsi 
      X 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 
a. Metode Wawancara 
Metode wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun 
metode wawancara yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan 
mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar 
pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya. 
b. Observasi 
Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan 
pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini 
penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi 
objektif mengenai objek penelitian. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang.
29
 Pengumpulan dokumentasi yang 
dilakukan penulis dengan berbentuk gambar atau foto, seperti keadaan 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali, akad-akad yang dilakukan. Selain foto atau gambar, 
penulis melakukan pengumpulan dokumentasi dengan mengumpulkan 
data anggota koperasi atau rekapitulasi dari Koperasi. 
 
                                                          
29
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 
2014), hlm. 240. 
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5. Tehnik analisis data 
Didalam analisis data penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif 
kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penulis melihat 
kejadian kasuistis dari lapangan kemudian digeneralisasikan dalam bentuk 
kesimpulan yang bersifat umum.
30
  
Langkah yang dapat dilakukan dari analisis deskriptif kualitatif yaitu 
dengan melihat fenomena atau keadaan tempat yang diteliti dan didukung 
dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang kemudian data 
yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan tema. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam suatu penelitian ilmiah, menurut adanya suatu pembahasan 
yang sistematis, guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian 
ini. Maka keseluruhan bentuk pembahasan dalam penulisan ini disusun secara 
sistematis sebagai berikut: 
BAB I: Pendahuluan 
Bab I ini memuat kajian mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 
BAB II: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi 
Pembiayaan Ijarah 
                                                          
30
 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: PT. Tarsito, 1992), 
hlm. 15. 
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Bab II ini memuat gambaran umum Koperasi Syariah, pengertian 
ijarah, wanprestasi, dan penyelesaiannya serta fatwa DSN MUI tentang Ijarah. 
BAB III: Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Ijarah Nasabah 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
Bab III ini memuat deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran 
umum KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali, sistem pelaksanaan 
pembiayaan ijarah, faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi dan upaya 
penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan ijarah KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi. 
BAB IV: Analisa Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Nasabah 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali.  
Bab IV ini memuat upaya yang dilakukan oleh KSPPS dalam 
menyelesaikan wanprestasi pada nasabah apakah sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN MUI. 
BAB V: Penutup.  
Bab V ini memuat kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis 
menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dalam kesimpulan. Penulis 
juga melengkapi dengan saran-saran untuk memberi rekomendasi terhadap 
para peneliti setelahnya. Serta penelitian ini diharapkan membawa manfaat.  
21 
 
 
BAB II 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN 
WANPRESTASI PEMBIAYAAN IJARAH 
 
A. Koperasi Syariah 
1. Gambaran Tentang Koperasi Syariah 
Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah 
membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan 
tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah 
yaitu prinsip gotong royong (Ta‟awu>n ala bi>rri) dan bersifat kolektif 
(berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, 
perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara 
pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai 
dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah 
konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai 
dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah 
dan para sahabatnya.
31
 
Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan 
akad Syirkah Mufa>wad}ah yakni sebuah usaha yang didirikan secara 
bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan 
kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam 
kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling 
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 Nur S. Buchori, 2012, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Banten: Pustaka Aufa 
Media) hlm. 7. 
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menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak 
diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan 
memperoleh keuntungan yang lebih besar pula disbanding dengan partner 
lainnya.
32
 
Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah 
(Syu>ro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan 
melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. (Q.S Al-Maidah : 2) 
  …                                
       
   
Artinya:  
Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksaan-Nya.
33
 
 
2. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah 
Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 
Tentang Perkoperasian yang telah diperbaharui dengan Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Kemudian diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan 
Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan 
                                                          
32
 Ibid., hlm. 7. 
33
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 2011), hlm. 152. 
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Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 
Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana 
lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi 
Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga 
tersurat dalam Al Qur‟an serta Al Hadits.34 
a. Koperasi melalui pendekatan sistem syariah  
1) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan 
suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang 
bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. ( Q.S Al-
Baqarah : 208) 
                      
                 
 
Artinya:  
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam 
Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah 
musuhmu yang nyata.
35
 
 
2) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang 
mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari 
aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif 
dan integral. (Q.S Al-Maidah : 3) 
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 Nur S. Buchori, 2012, Koperasi Syariah Teori dan Praktik………………hlm. 8 
35
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah, ………….hlm. 76. 
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  …                   
                           
     
 
Artinya:  
Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhoi 
Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa 
Karena kelaparan bernuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun Lagi Maha Penyayang.
36
 
 
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah 
a. Sebagai Manajer Investasi 
Manajer Investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat 
memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para 
pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon 
anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon 
atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya, 
apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) 
didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka 
Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atau jasa agennya.
37
 
b. Sebagai Investor 
Peran sebagai investor bagi Koperasi Syariah adalah jika, sumber 
dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain 
yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa 
                                                          
36
 Ibid., hlm. 153. 
37
 Nur S. Buchori, 2012, Koperasi Syariah Teori dan Praktik………………hlm. 14 
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persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki 
hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan progam-progam yang 
dimilikinya.
38
 
c. Fungsi Soaial 
Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan 
sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada 
masyarakat dhu‟afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman 
darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian 
pokok yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang 
dihimpun.
39
 
 
B. Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
Secara etimologi Al-Ijarah berasa dari kata Al-ajru yang berarti Al- 
Iwad}h penggantian atau upah.
40
 Dalam arti luas, Ijarah bermakna suatu 
akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan 
imbalan dalam jumlah tertentu.
41
 Al-ijarah adalah akad pemindahan hak 
guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
                                                          
38
 Ibid., hlm. 14-15 
39
 Ibid.,  
40
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqih Muamalat. (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2010),  Hlm. 277 
41
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1993), hlm. 29. 
26 
 
 
dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milki>yyah) atas barang itu 
sendiri.
42
 
Ijarah sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-
belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi Ijarah merupakan salah satu 
bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk 
memenui kebutuhan hidup.  
Adapun pengertian Ijarah secara terminologi menurut beberapa 
ahli fiqh adalah:
43
 
a. Menurut Ulama Hanafiyah, Al-Ijarah adalah akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang 
disewa dengan imbalan. 
b. Menurut Ulama Malikiyah, Al-Ijarah adalah nama bagi akad-akad 
untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang 
dapat dipindahkan. 
c. Menurut Uama Syafi‟I Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
terhadap suatu manafaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan beh 
dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. 
d. Menurut Sayyid Sabiq, Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. 
                                                          
42Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 177.  
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqih…………….hlm. 277.  
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e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, Al-Ijarah adalah akad yang objeknya 
ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 
dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. 
f. Menurut Amir Syarifuddin A-Ijarah secara sederhana dapat diartikan 
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbaan tertentu. 
Bila yang menjadi byek transaksi adaah manafaat atau jasa dari suattu 
benda disebut Ijarah al-ain, seperti sewa menyewa rumah untuk 
ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi manfaat atau jasa dari 
tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, 
seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya 
dalam konteks fiqh disebut Al-Ijarah. 
2. Dasar Hukum Al-Ijarah 
Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. 
Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara‟ 
berdasar Al- Quran, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.
44
 
Adapun dasar hukum tentang kebolehan Al-Ijarah sebagai berikut : 
1. Dasar Al-Qur‟an (QS.Ath-Thalaq 6) 
 …          
 
 
                                                          
44
 Ibid., hlm. 277.  
28 
 
 
 
Artinya: 
Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya.
45
 
 
(QS. Al-Qashas: 26). 
                               
  
 
 
Artinya: 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
46
 
 
2.  Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 
 اوطعأ( ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر لاق : لاق امهنع للها يضر رمع نبا نع و
وجام نبا هاور )وقرع جف جيّأ لبق هرجأ يرجلاا 
. 
 “Dari „Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda Berikanlah upah 
pekerja sebelum keringatnya kering.” Riwayat ibnu Majjah.47 
 
Hadis riwayat riwayat Bukhori dari Ibn „Abbaas, bahwa Nabi 
bersabda: 
مجتحا : لاق ساجبع نبا نعو  َٔجد ّٙزىا ٚطعاٗ ٌّيسٗ ٔٞيع الله ٚيص الله ه ٘سس
.ٛساخثىا ٓاٗس .ٔٞطعٝ ٌى اٍاشد ُام ٘ىٗ .ٓشجأ 
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“dari Ibn „Abbaas, Rasulullah berkata: Berbekamlah kamu, kemudian 
berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Jika adanya 
bekam itu haram,  maka jangan berikan upahnya.”(HR Bukhori)48 
 
3. Rukun Ijarah  
Menurut Hanafiyah rukun Al-Ijarah hanya satu yaitu ijab dan kabul 
dari dua belah pihak yang bertransaksi.
49
Adapun jumhur ulama membagi 
ijarah memiliki tiga rukun umum dan enam rukun khusus, yaitu sebagai 
berikut:
50
 
a. Rukun Umum 
1) Sighat (ucapan), ijab (penawaran), dan kabul (penerimaan). 
2) Pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri atas pemberi 
sewa (lessor-pemilik aset). 
3) Objek kontrak yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan 
manfaat dari pengguna aset. 
b. Rukun Khusus51 
1) Sighat (ucapan). Sighat kontrak ijarah adalah pernyataan niat 
dari dua pihak yang berkontrak, baik secara verbal ataupun 
tulisan. Pernyataan tersebut berupa penawaran dari pemilik aset 
dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. 
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2) Pelaksana ijarah. Hukum dasar ijarah adalah bahwa kontrak itu 
harus bisa dilaksanakan.  
3) Syarat mengikat ijarah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa 
ijarah seperti jual beli. Keduanya tidak bisa dibuat terikat 
kepada sebuah peristiwa pada masa yang akan datang atau pada 
sebuah syarat tertentu, tetapi Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-
Jauziyah membolehkannya. 
4) Pihak yang berkontrak harus memenuhi syarat sebagai. Satu, 
baligh dan berakal sehat. Jumhur ulama sepakat bahwa ijarah 
tidak sah bila dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten. 
Dua, masing-masing pihak sepenuhnya rela atas kontrak 
tersebut. Tiga, masing-masing pihak harus mempunyai 
wewenang untuk melakukan kontrak. Menurut madzhab Hanafi 
dan Maliki, kewenangan bertindak adalah syarat sah bagi 
terlaksananya sebuah kontrak.  
5) Objek 
Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset, serta sewa 
atas manfaat tersebut. 
6) Manfaat 
Kontrak harus terdiri atas penggunann atau manfaat dari sebuah 
aset tertentu. 
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4. Syarat Ijarah 
Adapun syarat-syarat al-ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun 
Haroen sebagai berikut:
52
 
a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh 
karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak 
kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak 
harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu, anak yang mumayyiz pun 
boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan 
walinya.  
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan 
akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan 
akad ini, maka akad ijarah nya tidak sah. 
c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak 
muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi 
objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan 
berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya. 
d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan 
tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat, bahwa 
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tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan 
dimanfaatkan langsung oleh penyewa.  
e. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh sebab itu, 
para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang 
untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh 
orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk 
dijadikan tempat-tempat maksiat. 
f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 
menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau 
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. 
Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa 
seperti ini tidak sah, karena sholat dan haji merupakan kewajiban 
penyewa sendiri. 
g. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti 
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran 
h. Upah atau sewa ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki 
nilai ekonomi. 
5. Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya. 
Sehubungan dengan uang ijarah dan cara pembayarannya menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah diatur sebagai berikut:
53
 
a. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda 
lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar 
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dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran 
setelah objek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan 
kesepakatan. 
b. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan 
kecuali ditentukan lain dalam akad. 
c. Uang muka ijarah dapat dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, 
jika pembayaran ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. 
d. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang 
menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan 
menyewa. 
6. Penggunaan Objek Ijarah. 
Berkaitan dengan penggunaan objek ijarah, maka diatur dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:
54
 
a. Penyewa dapat menggunakan objek ijarah secara bebas jika akad ijarah 
dilakukan secara mutlak. 
b. Penyewa hanya dapat menggunakan objek ijarah secara tertentu jika 
akad ijarah dilakukan secara terbatas. 
c. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek ijarah kepada 
pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. 
d. Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang 
diijarahkan tidak digunakan. 
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7. Keberlangsungan Objek Ijarah 
Keberlangsungan objek ijarah adalah meliputi pemeliharaan objek 
ijarah, tanggung jawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu ijarah. Hal 
ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:
55
 
a. Pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa 
kecuali ditentukan lain dalam akad. 
b. Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah 
tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. 
c. Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena 
kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib 
menggantinya. 
d. Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang 
bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah, maka hukum 
kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. 
e. Penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak berdasarkan waktu 
yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui 
musyawarah. 
8. Harga dan Jangka Waktu Ijarah 
Berkaitan dengan harga dan jangka waktu ijarah yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:
56
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a. Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan 
waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, 
dan/ atau tahun. 
b. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan, 
dan waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. 
c. Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, 
harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. 
 
C. Wanprestasi 
Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang 
telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua 
belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.
57
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, maka prestasi dari 
suatu perjanjian terdiri dari: 
1. Memberikan sesuatu 
2. Berbuat sesuatu 
3. Tidak berbuat sesuatu 
Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. 
Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh 
para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi 
perjanjian yang bersangkutan.  
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Wanprestasi sebagaimana dalam pasal 1238 KUHPerdata yang isinya 
“si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia 
menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu 
yang ditentukan.
58
 
Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:
59
 
1. Tidak memenuhi prestasi 
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi 
3. Terlambat memenuhi prestasi 
 
D. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis, penyelesaian 
sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang 
bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan 
tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun 
hubungan hukum.
60
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Penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana sengketa 
lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan 
non litigasi.
61
 
Litigasi merupakan proses gugatan atas suatu konflik yang 
diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para 
pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang 
bertentangan. Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa 
melalui peradilan. Sengketa yang diperiksa melalui jalur litigasi akan 
diperiksa dan diputus oleh hakim sebagai penegak keadilan. Penyelesaian 
sengketa melalui litigasi ini diatur dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman.
62
 
Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. 
Langkah penyelesaian dengan cara non litigasi ini di antaranya dapat 
dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak, 
musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional 
(BASYARNAS).
63
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E. Penyelesaian Sengketa Litigasi 
Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui 
litigasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam 
penyelesaian sengketa di perbankan syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 
huruf (i) UU 3/2006 yaitu: 
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang:
64
 
1. Perkawinan; 
2. Waris; 
3. Wasiat; 
4. Hibah; 
5. Wakaf; 
6. Zakat; 
7. Infaq; 
8. Shadaqah; dan  
9. Ekonomi syariah 
Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan 
menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata adalah:
65
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1. Peradilan Umum 
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 48/2009 tentang 
Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 
mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana 
tingkat pertama. Diikuti dengan kewenangan memeriksa perkara tersebut 
dijenjang banding oleh Peradilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah 
Agung. 
Dengan demikian, peradilan umum berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa dagang/bisnis yang 
termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
66
 
2. Peradilan Niaga 
Peradilan niaga merupakan peradilan dengan kompetensi khusus 
berdasarkan Pasal 280 UU 4/1998 tentang Perubahan atas Perpu Nomor 1 
Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi 
Undang-Undang  Kepailitan, maka kompetensi Peradilan Niaga adalah 
untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara: a. Permohonan 
pernyataan pailit; b. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran 
utang; c. Perkara lain di bidang perniagaan yang dilakukan dengan 
Peraturan Pemerintah.
67
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3. Peradilan Agama  
Dalam UU 3/2006 tentang Perubahan Atas UU 7/1989 tentang 
Peradilan Agama, peradilan agama berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama 
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 
shadaqah, dan ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa 
kegiatan ekonomi syariah adalah meliputi perbuatan atau kegiatan usaha 
yang dilaksanakan dengan prinsip syariah yaitu diantaranya: bank syariah, 
lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, 
reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka 
menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 
syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
68
 
 
F. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi 
Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah 
penyelesaian dengan cara non litigasi ini di antaranya dapat dilakukan dengan 
penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau melalui 
Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional (BASYARNAS). Hal ini sejalan dengan 
Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 
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diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 
Syari‟ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.69 
1. Musyawarah Internal 
Hal ini terjadi misalkan pihak yang terkait utang dengan pihak 
bank tetapi pada waktu jatuh tempo utang tersebut tidak dapat dibayarkan 
karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan dari debitur 
(yang berutang). Utang yang tidak dipenuhi kewajibannya dapat 
menimbulkan perselisihan. Apabila pihak nasabah mengalami kesulitan di 
bidang usaha hingga menyebabkan utang maka bank melakukan upaya 
musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah 
penyelesaian secara internal antara lain dengan revitalisasi proses yaitu 
dengan evaluasi ulang pembiayaan apabila terdapat indikasi bahwa usaha 
nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah masih diyakini masih 
mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.
70
  
Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat 
dilihat dalam ketentuan Al-Qur‟an, dan ijmak.71 
Al-Qur‟an menegaskan, (Q.S Al-Hujurat: 9) 
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                               
                                            
                
 
Artinya:  
Jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah 
mereka. Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya 
terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai 
kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali 
damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. 
Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil.
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Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya 
perdamaian di antara para pihak-pihak yang bersengketa didasarkan pada 
ijmak. Para ahli hukum telah sepakat (ijmak) bahwa penyelesaian 
pertikaian di antara pihak-pihak yang bersengketa adalah disyari‟atkan 
dalam ajaran Islam.
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Upaya yang dapat dilakukan Koperasi Syariah untuk menjaga 
kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan 
efektivitas dalam mengelola resiko pembiayaan serta meminimalkan 
potensi kerugian.
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Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan 
potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Koperasi 
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Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota 
yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki 
prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah 
diadakan rekstrukturisasi.
75
 
a. Jenis Rekstrukturisasi 
Jenis Rekstrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan 
Koperasi Syariah adalah dengan cara sebagai berikut:
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1) Penjadwalan kembali (rescheduling) 
Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban 
anggota Koperasi Syariah atau jangka waktu pembiayaannya. 
2) Persyaratan kembali (reconditioning) 
Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh 
persyaratan pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwa 
pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian 
potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota 
pembiayaan yang harus dibayarkan kepada Koperasi Syariah. 
3) Penataan kembali ( restructuring) 
Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak 
terbatas pada rescheduling atau reconditioning, yang meliputi 
penambahan dana fasilitas pembiayaan pada anggota dan konversi 
akad pembiayaan. 
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b. Tata Cara Rekstrukturisasi Pada Pembiayaan Ijarah Bermasalah 
Pembiayaan dalam bentuk ijarah dan ijarah Muntahiyah 
Bittamlik dapat dilakukan rekstruturisasi dengan cara:
77
 
1) Penjadwalan kembali  
Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka 
waktu jatuh tempo pembiayaan dan Koperasi Syariah dapat 
menetapkan kembali besarnya ujroh yang harus dibayar anggota 
dengan kondisi sebagai berikut: 
a). Aktiva Ijarah dimiliki oleh Koperasi Syariah 
Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur 
ekonomi aktiva ijarah, 
b). Aktiva ijarah bukan milik Koperasi Syariah 
Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa 
berakhirnya hak penggunaan aktiva ijarah. 
2) Persyaratan kembali 
Rekstrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-
syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, 
jadwal pembayaran, pemberian potongan ujroh dan/ atau lainnya, 
dan Koperasi Syariah dapat menetapkan kembali ujroh yang harus 
dibayar anggota, dengan kondisi sebagai berikut: 
a) Aktiva ijarah dimiliki oleh Koperasi Syariah 
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Dalam hal Koperasi Syariah memberikan perpanjangan jangka 
waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai 
dengan umur ekonomis aktiva ijarah. 
b) Aktiva ijarah bukan milik Koperasi Syariah 
Dalam hal Koperasi Syariah memberikan perpanjangan waktu, 
maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan 
berakhirnya hak penggunaan aktiva ijarah. 
3) Penataan kembali 
Yaitu dengan melakukan konversi akad ijarah atau akad ijarah 
muntahiyah bittamlik menjadi mudharabah atau musyarakah. 
Konversi pembiayaan terhadap aktiva ijarah yang dimiliki oleh 
Koperasi Syariah dilakukan sebagai berikut: 
a) Koperasi Syariah menghentikan akad pembiayaan dalam 
bentuk ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik dengan 
memperhitungkan nilai wajar aktiva ijarah. 
b) Koperasi Syariah membuat akad pembiayaan baru dengan 
mempertimbangkan kondisi anggota antara lain jenis usaha dan 
kemampuan membayar anggota. Pembuatan akad pembiayaan 
baru dalam rangka rekstrukturisasi mengikuti ketentuan yang 
berlaku sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN Nasional yang 
mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah. 
c) Koperasi Syariah mencatat pembiayaan dalam bentuk 
mudharabah atau musyarakah sebesar nilai wajar aktiva ijarah. 
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d) Koperasi Syariah mencantumkan kronologi akad pembiayaan 
sebelumnya dalam akad pembiayaan baru. 
2. Alternative Dispute Resulution (ADR) 
Pemikiran kebutuhan akan lembaga perdamaian pada zaman 
modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih 
utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat 
dengan marak dan populernya Alternative Dispute Resulution (ADR).
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Alternative Dispute Resulution (ADR) merupakan lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, 
yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.
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Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan “Alternatif 
Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
atau penilaian ahli”. 
Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya 
penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah 
ditentukan dari awal baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau yang 
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Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 429. 
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lainnya, namun di tengah-tengah penyelesaian sengketa menemukan 
kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para pihak dapat 
mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Badan Arbitrase.
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3. Arbitrase Syariah 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah 
perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang 
merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali 
didirikan di Indonesia.
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Yang disebut dengan arbitrase adalah pemutusan suatu 
persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh 
pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan dalam 
prakteknya disebut juga dengan perwasitan.
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Dasar hukum lembaga arbitrase menurut syari‟at Islam dapat 
disandarkan kepada teks hukum yang antara lain terdapat dalam Surat An-
Nisa‟: 35.83 
                                  
                     
 
Artinya:  
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Jika khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka 
kirimkanlah seorang hakam dari kalangan keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam 
itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi 
taufik kepada suami 5istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.”84 
   
 Dalam penyelesaian perkara perbankan syariah di BASYARNAS 
kembali kepada bentuk akad yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak 
sesuai kesepakatan. Merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata tentang 
kebebasan berkontrak maka pada dasarnya Lembaga Arbitrase Syariah 
mempunai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa dalam 
Perbankan Syariah.
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G. Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH 
Pertama  : Rukun dan Syarat Ijarah: 
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara 
verbal atau dalam bentuk lain. 
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
3. Obyek akad ijarah adalah : 
a. manfaat barang dan sewa; atau 
b. manfaat jasa dan upah. 
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Kedua     : Ketentuan Obyek Ijarah: 
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa. 
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan). 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syari‟ah. 
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa 
untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa. 
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasukjangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik. 
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu 
yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula 
dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat 
lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah 
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
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Ketiga      : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yan 
diberikan 
b.  Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang 
disewakan. 
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau 
jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai 
kontrak. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya 
ringan (tidak materiil). 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran 
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena 
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 
Keempat    : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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BAB III 
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH 
ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH  BINA UMAT MANDIRI BUMI BOYOLALI 
 
A. Gambaran Umum KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
1. Sejarah Berdiri 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah Bina Umat 
Mandiri Bumi berkedudukan di JL. Kalioso-Simo km 4,7 Mojobaru 
Rembun Nogosari Boyolali. KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
didaftar pada dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Tengah, dengan badan hukum Nomor 
970/BH/XIV.5/V/2014 tanggal 1 Mei 2014. Jadi sudah berdiri selama 
tiga tahun terhitung sejak pendaftarannya. 
Pada RAT tahun 2016 anggota Koperasi ini terdiri dari 320 
orang anggota. Yang terdiri dari 242 laki-laki dan 78 perempuan. Pada 
tahun 2018 ini anggota semakin meningkat menjadi 600an anggota. 
2. Struktur Organisasi 
a. Rapat Anggota  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan perlengkapan 
organisasi yang kekuasaan tertinggi Koperasi, RAT 
diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu Tahun, sebagai 
pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. 
b. Pengurus  
Susunan pengurus KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi adalah 
sebagai berikut: 
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Ketua        : Zainal Fatah Nurullah, S.Hi 
Sekretaris  : Dony Mutaqin 
Bendahara : Muhammad Khoiruddin 
Marketing : Hasan 
Admin      : Lista Trikurniawati 
Kasir        : Nisa Uswati 
c. Pengawas  
Susunan pengawas KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi adalah 
sebagai berikut: 
Ketua     : Rubiyanto  
Anggota : Muhsinudin 
Anggota : Muhammad Maktub Fajrin 
d. Keanggotaan 
Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah anggota sebanyak 175 
orang, dan calon anggota 10 orang. Ditahun 2018 ini anggota 
meningkat menjadi 600an anggota. 
e. Unit Usaha 
Unit usaha yang dikelola oleh KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
adalah jasa pembiayaan dan simpanan. 
3. Produk-produk 
Di KSPPS BMT Bumi Boyolali terdapat beberapa produk yaitu: 
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a. Produk simpanan 
Produk simpanan ini terdiri dari empat produk yaitu: simpanan 
umat, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan hari raya, dan 
simpanan masa depan. 
1) Simpanan umat 
- Simpanan bagi anggota yang penarikan dan penyetoran 
dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. 
- Setoran minimal Rp. 10.000,- 
- Memperoleh bagi hasil setiap bulan. 
- Bisa fasilitas antar jemput. 
2) Simpanan pendidikan 
- Merupakan simpanan bagi anggota untuk keperluan 
biaya pendidikan putra/putri tercinta. 
- Sarana pembelajaran dan persiapan dana kenaikan kelas 
atau lulusan sekolah bagi siswa/siswi disekolah. 
- Setoran minimal Rp. 5.000,- 
- Bagi hasil setiap bulan. 
- Bisa fasilitas antar jemput. 
3) Simpanan qurban dan hari raya 
- simpanan untuk sarana persiapan qurban dan hari raya 
setiap tahun dengan menyisihkan rezeki untuk disimpan 
setiap bulan. 
- Setoran minimal Rp. 20.000,- 
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- Memperoleh bagi hasil kompetitif setiap bulan. 
- Bisa fasilitas antar jemput. 
4) Simpanan masa depan 
- Membantu merencanakan masa depan yang lebih baik 
dan terjamin. 
- Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat. 
- Memperoleh bagi hasil kompetitif. 
- Nominal simpanan minimal Rp. 50.000,- per bulan. 
Simpanan: 
Perhitungan bagi hasil simpanan untuk anggota atas dasar nisbah yang 
telah ditetapkan. Masing-masing nisbah bagi hasil berbeda menurut jenis 
simpanan. Khusus untuk simpanan qurban dan hari raya dan juga 
simpanan masa depan memperoleh bagi hasil kompetitif setiap bulan. 
Adapun  ilustrasi bagi hasil simpanan masa depan adalah sebagai berikut: 
Jangka 
Waktu 
Pokok/Bulan Total 
Perkiraan 
Simpanan yang 
diterima 
3 Tahun 50.000 1.800.000 2.100.000 
5 Tahun 50.000 3.000.000 4.000.000 
10 Tahun 50.000 6.000.000 11.500.000 
3 Tahun 100.000 3.600.000 4.300.000 
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5Tahun 100.000 6.000.000 8.100.000 
10Tahun 100.000 12.000.000 23.000.000 
3Tahun 200.000 7.200.000 8.600.000 
5Tahun 200.000 12.000.000 16.200.000 
10Tahun 200.000 24.000.000 46.000.000 
3Tahun 300.000 10.800.000 12.400.000 
5Tahun 300.000 18.000.000 24.500.000 
10Tahun 300.000 36.000.000 69.000.000 
3Tahun 400.000 14.400.000 17.200.000 
5Tahun 400.000 24.000.000 32.600.000 
10Tahun 400.000 48.000.000 92.000.000 
3Tahun 500.000 18.000.000 21.500.000 
5Tahun 500.000 30.000.000 40.800.000 
10Tahun 500.000 60.000.000 115.000.000 
3Tahun 1.000.000 36.000.000 43.000.000 
5Tahun 1.000.000 60.000.000 81.600.000 
10Tahun 1.000.000 120.000.000 230.000.000 
 
b. Produk pembiayaan 
Produk pembiayaan ini terdiri dari tiga produk yaitu: pembiayaan 
murha>bahah, pembiayaan mud}ha>rabah dan musyarkah, dan 
pembiayaan ijarah. 
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1) Pembiayaan mura>bahah 
- Fasilitas pembiayaan dengan sistem jual beli. 
- Anggota membutuhkan sejumlah barang untuk keperluan 
menambah barang dagangan, sarana atau peralatan dan lain-lain. 
Kemudian KSPPS Bina Umat Mandiri membelikan barang 
tersebut dengan harga pokok dari pedagang disepakati menjadi 
harga jual kepada anggota. 
- Harga bisa diangsur sesuai kesepakatan. 
2) Pembiayaan mud}ha>rabah dan musyarakah 
- Fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil. 
- Anggota mengelola sebuah usaha, KSPPS Bina Umat Mandiri 
menginvestasi sejumlah modal kepada usaha tersebut. 
- Anggota melaporkan bagi hasil usaha periode yang disepakati 
atas usaha tersebut dihitung bagi hasil sesuai nisbah yang 
disepakati diawal perjanjian, misal 40%:60%. 
3) Pembiayaan ijarah 
- Fasilitas pembiayaan dengan sistem jasa atas sewa barang atau 
jasa. 
- Anggota membutuhkan kios untuk usaha dengan sewa dari 
seseorang tetapi tidak bisa bayar tunai. 
- Maka KSPPS Bina Umat Mandiri akan membayar tunai sewa 
kios tersebut dan menyewakan kepada anggota dengan harga 
yang disepakati diangsur setiap bulan. 
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B. Prinsip-Prinsip Operasional 
Semua operasional didasarkan pada prinsip Syari‟ah. 
Pembiayaan: 
1.  Mura>bahah 
Model pembiayaan pengadaan barang dengan sistem harga jual dan 
harga beli. Pihak LKS Bumi sebagai pihak penjual yang menyediakan 
barang dan pihak anggota pembiayaan sebagai pembeli barang. 
Shohibul Maal mengambil mark up dari akad jual beli tersebut sesuai 
kesepakatan. 
2. Mud}ha>rabah 
Pembiayaan dengan sistem bagi hasil karena pihak LKS Syariah 
Bumi sebagai pemilik dana 100%. Nisbah bagi hasil sesuai 
kesepakatan  antara Mud}ha>rib dan Sha>hibul Ma>al. 
3. Musyarakah 
Pembiayaan dengan sistem bagi hasil karena LKS Syariah Bumi 
sebagai bagian dari  penanam modal. Nisbah bagi hasil sesuai 
kesepakatan antara pihak Mud}ha>rib (anggota pembiayaan) dengan 
pihak Sha>hibul Ma>al (KSPPS Bumi) sesuai dengan komposisi 
modal yang diberikan. 
4. Ijarah 
Pihak KSPPS Bina Umat Mandiri akan membayar tunai sewa kios 
dan menyewakan kepada anggota dengan harga yang disepakati 
diangsur setiap bulan. 
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C. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah di KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi 
1. Pengertian Pembiayaan Ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi 
Pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
merupakan penyediaan dana oleh KSPPS untuk anggota dalam rangka 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam 
waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan aset itu sendiri, dimana KSPPS Bina Umat 
Mandiri bertindak sebagai pemberi sewa dan anggota sebagai 
penyewa. Biasanya pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri 
yakni untuk sewa tanah, sewa ruko, dan membayar sekolah. Dalam 
pelaksanaannya pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi pihak KSPPS tidak membayarkan uang sekolah langsung 
namun, anggota membayarkan sendiri dengan alasan malu kepada 
pihak sekolah kalau uang bayaran hasil dari pembiayaan ijarah di 
KSPPS.
86
 
2. Syarat Permohonan Pembiayaan Ijarah di KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi 
Dalam pengajuan pembiayaan ijarah anggota harus melalui 
prosedur-prosedur yang ditentukan oleh pihak KSPPS. Syarat 
permohonan pembiayaan ijarah terdapat dalam brosur KSPPS yang 
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telah dibenarkan oleh Bu Lista Trikurniawati selaku admin KSPPS 
Bina Umat Mandiri Bumi yang tertulis:
87
 
a. FC KTP suami dan istri 
b. FC kartu keluarga 
c. FC Jaminan 
d. Mengisi formulir permohonan 
e. Bersedia disurvey 
3. Alur Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Pembiayaan 
Ijarah KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
Pembiayaan Ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali sesuai dengan kebutuhan anggota yang mengajukan 
pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi adalah anggota datang ke kantor menghadap admin 
KSPPS untuk mengajukan pembiayaan dan melengkapi syarat 
administrasi. Dikantor anggota mengisi formulir permohonan 
pembiayaan yang berisi data pribadi, data persetujuan, data 
pembiayaan, data jaminan yang disitu tertulis dengan ini saya 
mengajukan pembiayaan di KSPPS Bumi, saya bersedia disurvey dan 
menerima keputusan apapun dari KSPPS Bumi. Didalam formulir 
pengajuan pembiayaan tersebut anggota TTD pribadi serta TTD suami 
atau istrinya. Oleh admin formulir yang sudah diisi oleh anggota yang 
mengajukan pembiayaan diserahkan kepada manager KSPPS untuk 
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disurvey. Setelah pihak kantor musyawarah dan mendapatkan hasil, 
pihak KSPPS memanggil anggota untuk datang ke kantor memberi 
informasi apakah pengajuan pembiayaan itu dapat cair atau tidak. 
Apabila pembiayaan dapat cair uang harus diterima sendiri oleh 
anggota yang mengajukan pembiayaan artinya tidak boleh diwakilkan 
oleh orang lain.  
Untuk memperkuat perjanjian pembiayaan ijarah, KSPPS 
meminta jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila anggota tidak 
memenuhi kewajibannya dalam akad karena kelalaian atau 
kecurangan.  
Proses pembiayaan di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi, 
KSPPS menentukan jangka waktu pembiayaan dan pembayaran 
angsuran anggota kepada KSPPS yang didasarkan pada kesepakatan 
KSPPS dan anggota. Contoh barang jaminan yaitu sertifikat tanah dan 
BPKB sepeda motor. Sepeda motor tersebut harus berplat AD dan 
diatas tahun 2000nan. Untuk survey  dilakukan setelah anggota 
mengajukan pembiayaan.
88
 
Contoh pembiayaan ijarah, seorang nasabah membutuhkan 
ruko/kios untuk usaha. Sewa kios rata-rata anggota mengajukan 
pembiayaan dengan angsuran satu tahun. Di KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi pembiayaan yang diajukan untuk kios dengan jangka 
waktu satu tahun yakni 3 sampai 4 jutanan dengan luas 4x4 meter.. 
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Untuk sewa tanah rata-rata dalam jangka waktu satu tahun yaitu 7 
jutanan luas disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi hasil dari usaha-
usaha anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah tergantung 
kesepakatan kantor dan anggota yaitu 2,3 %. Untuk pembiayaan tempo 
bagi hasil 2,5 % dimana bulan pertama anggota membayar bagi hasil 
dan jasa kemudian bulan kedua pelunasan dan jasa pokok.
89
 
4. SOP Penyelesaian Sengketa Wanprestasi 
Berdasarkan data lapangan, dapat diketahui jumlah anggota yang 
telah mengajukan pembiayaan ijarah di KSPPS ini berjumlah 142 
anggota. Pembiayaan ini dikategorikan menjadi tiga kriteria yaitu 
lancar, kurang lancar, dan macet. Prosedur penyelesaian sengketa 
wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah 
Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali melalui beberapa tahapan yakni:
90
 
a. Ketika penunggakan masuk pada bulan kedua pihak KSPPS 
menghubungi anggota melalui via telepon. Hal ini dilakukan 
untuk memperingatkan anggota bahwa anggota mengalami 
kemacetan. Selain menghubungi lewat via telepon anggota 
belum juga menindaklanjuti keterlambatan angsurannya maka 
pihak KSPPS yang terdiri dari marketing dan manager 
mendatangi tempat tinggal anggota. 
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b. Saat kemacetan sudah masuk pada bulan ketiga pihak KSPPS 
melakukan rapat managemen yang berisi keputusan pihak 
KSPPS perihal tindakan lanjut untuk anggota yang mengalami 
kemacetan. 
c. Hasil dari rapat managemen yaitu untuk mengeluarkan SP 
pada anggota. SP terdiri dari SP 1, 2, 3 yang ketiganya melalui 
jangka waktu yang berbeda-beda. SP 1 dikeluarga memasuki 
angsuran keempat keterlambatan anggota. SP 2 dikeluarkan 
dua bulan setelah SP 1 dan SP 3 dikeluarkan satu bulan setelah 
SP 2. 
5. Penyelesaian Masalah 
Sengketa yang terjadi di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi ini 
biasanya sengketa pembiayaan syariah, baik melalui produk akad 
ijarah ataupun murabahah. Pada dasarnya timbulnya pembiayaan 
bermasalah (wanprestasi) tidak secara tiba-tiba namun di dahului 
dengan tanda-tanda tertentu.  
Terjadinya kemacetan (wanprestasi) di dalam pembiayaan 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
91
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a. Kondisi ekonomi 
Kondisi ekonomi bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah 
dikarenakan kondisi ekonomi dapat berimbas kesemuanya. 
Seperti naik turunnya usaha, usaha bangkrut, dst. 
b. Tidak ada niat baik dari anggota 
Tidak ada niat baik dari anggota contohnya seorang nasabah 
mengajukan pembiayaan dan memang sengaja tidak ingin 
membayar angsuran. Menurut Bapak Fattah anggota yang 
mengajukan pembiayaan di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
tidak ada yang berniat untuk tidak mengangsur angsuran. 
Artinya kemacetan bukan dari ittikad jelek anggota. 
Penanganan wanprestasi di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali dalam pembiayaan ijarah sebagai berikut:
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a. Melakukan pendekatan personal  
Pendekatan personal dilakukan dengan cara menghubungi 
anggota dengan via telepon dahulu, setelah itu mendatangi 
anggota ke tempat tinggal anggota. Berbincang-bincang dengan 
anggota apa permasalahan yang sedang dihadapi anggota. 
Pendekatan personal ini dilakukan secara maksimal oleh pihak 
KSPPS.  
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b. Melakukan pendekatan kepada keluarga anggota 
Keluarga anggota disini terutama suami atau istri anggota. 
Menurut pihak KSPPS pendekatan kepada keluarga anggota ini 
sangatlah membantu. Pihak KSPPS melakukan musyawarah 
bersama keluarga anggota.  
c. Melalui pihak ketiga 
Pihak ketiga bukan dari petugas KSPPS yaitu seorang yang 
sudah berkompeten dalam hal penagihan (debt collector) tetapi, 
di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi belum pernah memakai 
(debt collector) dalam penagihan terhadap anggota.  
d. Memberikan surat peringatan 
Surat Peringatan (SP) yang dilakukan oleh KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi terdiri dari SP 1, SP 2, dan SP 3. Untuk SP 1 
masih berisi tagihan peringatan, SP 2 mengundang anggota 
untuk datang ke kantor dan SP 3 kesepakatan kedua belah 
pihak. Hal ini dibenarkan oleh BP A.K salah satu anggota 
KSPPS. 
e. Mengundang anggota datang ke  kantor 
Mengundang anggota untuk datang ke kantor melalui SP 3 
setelah terbitnya SP 1 dan 2 namun belum ada titik terang. 
Undangan yang dilakukan yaitu untuk musyawarah bersama 
agar memperoleh kesepakatan antara pihak KSPPS dan 
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anggota. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh 
kesepakatan dengan anggota, yaitu: 
1) Penjadwalan kembali (rescheduling) 
Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran 
kewajiban anggota Koperasi Syariah atau jangka waktu 
pembiayaannya. Disini pihak KSPPS melakukan 
penambahan jangka waktu. Misalnya jangka waktu 
pembiayaan anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah 
awalnya satu tahun, tetapi dikarenakan beberapa hal yang 
menimpa anggota seehingga anggota mengalami kemacetan 
dalam pembayaran angsuran, maka pihak KSPPS 
memperpanjang jangka waktu menjadi dua tahun. 
2) Restructuring (membuat akad baru) 
Membuat akad baru dilakukan dengan kesepakatan antara 
pihak KSPPS dan anggota. Tujuan membuat akad baru 
supaya anggota lebih mudah dalam melakukan kewajiban 
terhadap KSPPS. Hal itu dilakukan dengan mengundang 
anggota datang ke kantor artinya harus bertemu langsung 
antara KSPPS dan anggota.  
3) Lelang jaminan 
Jaminan adalah hal yang dipegang oleh pihak KSPPS jika 
anggota melakukan wanprestasi sudah tidak bisa melakukan 
kewajibannya terhadap KSPPS. Lelang jaminan dilakukan 
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setelah beberapa tahap penyelesaian tidak berhasil. KSPPS 
berhak melakukan hal tersebut tanpa menunggu jatuh tempo 
terlebih dahulu, dikarenakan masalahnya semakin lama 
akan menyusahkan anggota karena tunggakannya semakin 
banyak dan mengganggu arus mengalirnya pembiayaan di 
KSPPS. Hasil lelang tersebut akan dibuat untuk melunasi 
tunggakan- tunggakan anggota. Apabila hasil lelang itu 
melebihi dari angsuran-angsuran yang harus dibayarkan 
maka sisanya akan dikembalikan kepada anggota. Tetapi, 
jika hasil lelang jaminan kurang maka melakukan 
kesepakatan kembali. 
4) Melalui jalur pengadilan 
Penyelesaian dengan jalur pengadilan dilakukan setelah 
tidak ditemukannya titik temu dalam perdamaian. 
Pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini adalah 
Pengadilan Agama. Hal ini adalah jalan terakhir yang 
dilakukan oleh KSPPS. Tetapi dalam perjalanannya, KSPPS 
Bina Umat Mandiri Bumi belum pernah sampai ke ranah 
pengadilan dalam penyelesaian sengketa. 
6. Deskripsi Kasus 
Jumlah anggota yang telah mengajukan pembiayaan ijarah di 
Koperasi ini berjumlah 142 anggota. Dari 142 tersebut sejumlah 17 
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anggota telah mengalami wanprestasi. Ada yang macet total maupun 
macet sementara.
93
 Dari 17 anggota yang mengalami kemacetan 
penulis mengambil tiga sample. 
a. Bp Kumbang (nama samaran) alamat Nogosari. Mengajukan 
pembiayaan ijarah pada bulan Maret 2017. Pengajuan bisa cair 
pada tanggal 24 Maret 2017. Jumlah pengajuan pembiayaan Rp. 
9.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran satu tahun (24 Maret 
2018). Bp Kumbang telah mengalami jatuh tempo pada tanggal 24 
Maret 2018. Kerugian menjadi resiko pihak KSPPS. Hal-hal yang 
telah dilakukan oleh pihak KSPPS dalam permasalahan ini adalah 
melakukan pendekatan kepada anggota. Terlebih dahulu pihak 
KSPPS memberitahu lewat via telepon, Marketing KSPPS 
mendatangi rumah anggota dan melakukan penagihan angsuran. 
Pihak KSPPS memberi waktu kepada anggota untuk mencari 
pinjaman kepada keluarga maupun kerabat yang lain agar bisa 
mengangsur kembali. Setelah jangka waktu untuk mencari 
pinjaman itu habis pihak KSPPS memberikan surat tagihan kepada 
anggota. Dalam kemacetan ini pihak KSPPS tidak meminta denda 
(kifarat). Hal ini dilakukan karena menghindari hal-hal yang tidak 
baik. Jika seorang anggota tidak bisa mengangsur apabila ditambah 
dengan denda maka akan menambah masalah bagi anggota. 
Kembali kepada tujuan awal KSPPS yakni membantu anggota, 
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maka cukup dengan mendo‟akan dan melakukan upaya-upaya 
penyelesaian tanpa adanya denda. Setelah kemacetan dan anggota 
ini mengalami jatuh tempo pada bulan Maret 2018 akhirnya pada 
bulan Juni 2018 angsuran dan bahas telah diselasaikan oleh 
anggota.
94
 
b. Bp Naga (nama samaran) alamat Nogosari. Mengajukan 
pembiayaan ijarah pada bulan Januari 2017. Pengajuan bisa cair 
pada tanggal 14 Januari 2017 dengan jumlah pengajuan 
pembiayaan Rp. 10.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran satu 
setengah tahun (14 Juli 2018). Kerugian dalam kemacetan angsuran 
menjadi resiko pihak KSPPS. Maka dari itu dalam memberikan 
pembiayaan KSPPS harus jeli. Bp Naga mengalami kemacetan 
sementara dikarenakan usaha yang dilakukannya sedang 
mengalami gangguan. Kemacetan terjadi selama dua kali angsuran. 
Saat satu kali angsuran pihak KSPPS belum melakukan tindakan. 
Namun, setelah angsuran berikutnya anggota tidak juga 
mengangsur marketing KSPPS menghubungi anggota. Akhirnya 
anggota datang ke kantor dan menceritakan kendala yang dialami. 
Menindaklanjuti hal tersebut pihak KSPPS memberikan waktu 
kepada anggota untuk mencari uang angsuran entah dengan cara 
meminjam keluarga atau kerabat dekatnya. KSPPS tidak menarik 
denda sedikitpun dari anggota. Akhirnya setelah mengalami 
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kemacetan sementara anggota bisa mengangsur kembali beserta 
tunggakan yang belum terbayar sebelumnya.
95
 
c. Bp Jaya (nama samaran) alamat Nogosari mengajukan pembiayaan 
ijarah pada bulan Desember 2017. Pengajuan cair pada tanggal 21 
Desember 2017. Jumlah pengajuan pembiayaan Rp. 3.000.000,00 
dengan jangka waktu angsuran setengah tahun (21 Juni 2018). Bp 
Jaya mengalami kemacetan setelah angsuran keempat. Hal-hal 
yang telah dilakukan oleh KSPPS dalam permasalahan ini yakni 
melakukan pendekatan kepada anggota. Menghubungi anggota 
untuk memberitahu bahwa anggota mengalami kemacetan. Setelah 
itu pihak KSPPS mendatangi kediaman anggota untuk 
membicarakan tunggakan angsuran. Setelah upaya tersebut tiga 
bulan kemudian anggota tetap belum bisa melunasi tunggakan 
hingga pihak KSPPS harus memberikan surat tagihan. Sampai saat 
ini sengketa tersebut masih dalam tahap penyelesaian.
96
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BAB IV 
ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN IJARAH 
KSPPS BINA UMAT MANDIRI BUMI BOYOLALI 
 
A. Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijarah KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali 
Wanprestasi pada pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri 
banyak dilakukan oleh anggota KSPPS. Wanprestasi KSPPS Bina Umat 
Mandiri ini berupa kemacetan dalam angsuran pembiayaan artinya anggota 
Tidak memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi dalam perjanjian. 
Biasanya kemacetan muncul dengan beberapa faktor seperti kondisi ekonomi 
seperti naik turunnya usaha, bangkrut dll. 
Berdasarkan data lapangan, dapat diketahui jumlah anggota yang telah 
mengajukan pembiayaan ijarah di KSPPS ini berjumlah 142 anggota. 
Pembiayaan ini dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu lancar, kurang lancar, 
dan macet. Dari 142 tersebut sejumlah 93 anggota masuk pada kategori lancar,  
32 anggota kurang lancar dan 17 anggota telah mengalami wanprestasi. 
Wanprestasi disini berupa kemacetan dalam angsuran, ada yang macet total 
maupun macet sementara. Rata-rata kemacetan pada pembiayaan yang 
diajukan pada tahun 2017. Namun, ada juga yang diajukan pada tahun 2015 
dan 2016. 
Penanganan wanprestasi pada pembiayaan ijarah KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi secara umum telah baik dan sesuai prosedur. Penanganan 
tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: melakukan pendekatan 
personal, melakukan pendekatan kepada keluarga anggota, melaui pihak 
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ketiga, memberikan surat peringatan, mengundang anggota untuk datang 
kekantor guna melakukan musyawarah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk 
memperoleh kesepakatan dengan anggota, yaitu: Penjadwalan kembali 
(rescheduling), restructuring (membuat akad baru), lelang jaminan, melalui 
jalur pengadilan. 
 
B. Pembiayaan Ijarah di KSPPS Dalam Konsep Ijarah  
Dalam pembiayaan ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali kaitannya dengan konsep rukun ijarah menurut Hanafiyah rukun Al-
Ijarah hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. 
Adapun menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah ada empat, yaitu dua orang yang 
berakad, Sighat (ijab dan kabul), sewa atau imbalan, dan manfat.  
Sighat (ijab dan qabul) yaitu Ijab dan qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam 
bentuk lain. Dalam prakteknya di KSPPS Bumi Boyolali kebanyakan ijab dan 
kabul lebih mengutamakan dengan menggunakan lisan. 
Syarat ijarah berkaitan dengan dua orang yang berakad menurut 
ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh 
sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak 
kecil dan orang gila maka ijarahnya tidak akan sah. Dalam prakteknya di 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi pihak-pihak yang berakad telah baligh dan 
berakal. 
Rukun dalam ijarah adanya imbalan atau upah. Imbalan atau upah 
dalam pembiayaan ijarah haruslah bersifat jelas dan tertentu. Dalam pranteknya 
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pembiayaan ijarah di KSPPS dimana pihak KSPPS sebagai pemberi sewa 
kedapa anggota yang mengajukan pembiayaan dengan adanya kesepakatan 
adanya bagi hasil antara anggota dengan KSPPS.  
Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 
dalam kontrak. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui agar 
dikemudian hari tidak muncul perselisihan. Jika yang menjadi objek tidak jelas, 
maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan 
menjelaskan jenis manfaatnya. Serta barang tersebut harus yang bersifat 
dibolehkan (tidak diharamkan). Oleh sebab itu para ulama fikih mengatakan 
bahwa tidak boleh menyewakan seseorang untuk menyantet orang lain, 
menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan sebaginya. Dalam 
prakteknya pembiayaan ijarah yang terjadi di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
menunjukkan akad yang terjadi memenuhi syarat dengan alasan bahwa yang 
menjadi objek ijarah diketahui dan sangat jelas yakni membantu dan 
mempermudah anggota dalam usahanya. Selain kejelasan manfaat yang telah 
disebutkan, yang menjadi objek ijarah merupakan sesuatu yang diperbolehkan 
oleh syara‟ yakni pihak KSPPS sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai 
penyewa. 
 
C. Analisa Penyelesaian Wanprestasi Dalam Konsep Fatwa DSN 
NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 
Penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah, sebagaimana sengketa 
lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non 
litigasi. Dalam prakteknya di KSPPS Bina Umat Mandiri penyelesaian 
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wanprestasi dilakukan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi 
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para 
pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian dengan cara non litigasi 
ini di antaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua 
belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional 
(BASYARNAS). Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN NO:09/DSN-
MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
1. Musyawarah Internal 
Hal ini terjadi misalkan pihak yang terkait utang dengan 
pihak bank tetapi pada waktu jatuh tempo utang tersebut tidak dapat 
dibayarkan karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan 
dari debitur (yang berutang). Utang yang tidak dipenuhi 
kewajibannya dapat menimbulkan perselisihan. Apabila pihak 
nasabah mengalami kesulitan di bidang usaha hingga menyebabkan 
utang maka bank melakukan upaya musyawarah dengan 
memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara 
internal.  
Dalam prakteknya tahapan-tahapan dalam wanprestasi pada 
pembiayaan ijarah oleh KSPPS yang pertama adalah dengan 
melakukan pendekatan kepada anggota, yaitu dilakukan dengan 
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langkah menghubungi anggota lewat via telepon setelah itu 
mendatangi kediaman anggota. Selanjutnya dengan melakukan 
pendekatan kepada keluarga anggota, yang bertujuan agar keluarga 
anggota seperti suami/istri dapat membantu menyelesaikan masalah 
anggota tersebut. Prosedur berikutnya yakni melalui pihak ketiga, 
yaitu melalui seseorang yang sudah berkompeten dalam hal 
penagihan namun, di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi penyelesaian 
wanprestasi belum pernah menggunakan pihak ketiga dalam 
penagihannya. Penanganan selanjutnya yaitu dengan memberikan 
surat peringatan. Surat peringatan yang dilakukan oleh KSPPS terdiri 
dari SP 1, SP 2, dan SP 3. SP 1 berisi surat tagihan/peringatan, SP 2 
mengundang anggota untuk datang ke kantor dan SP 3 berisi 
kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya mengundang anggota 
datang ke kantor. Setelah anggota datang pihak KSPPS dan anggota 
melakukan musyawarah bersama agar memperoleh kesepakatan 
antara kedua belah pihak. Hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh 
kesepakatan diantaranya: penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu 
perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota Koperasi Syariah 
atau jangka waktu pembiayaannya. Disini pihak KSPPS memberikan 
penambahan jangka waktu pembayaran bagi anggota. Misalnya 
jangka waktu pembiayaan seorang anggota awalnya satu tahun, 
tetapi dikarenakan suatu hal yang menimpa anggota sehingga 
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anggota mengalami kemacetan maka pihak KSPPS memperpanjang 
jangka waktu menjadi dua tahun. 
2. Alternative Dispute Resulution (ADR) 
Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan 
“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.  
Dalam prakteknya negosiasi pernah dilakukan oleh KSPPS 
dan seorang anggota yang telah mengalami kemacetan dalam jangka 
waktu yang panjang. Pihak KSPPS bertemu dengan anggota untuk 
membicarakan barang jaminan. Barang jaminan akan dilelang 
dengan ketentuan apabila hasil lelang itu melebihi dari angsuran-
angsuran yang harus dibayarkan maka sisanya akan dikembalikan 
kepada anggota. Namun, jika hasil lelang jaminan kurang maka 
melakukan kesepakatan lagi. Setelah musyawarah tersebut anggota 
kembali diberi waktu untuk memikirkan kembali barang jaminan 
yang akan dilelang karena pihak KSPPS berharap betul lelang 
jaminan tersebut tidak terjadi. Akhirnya dalam jangka waktu yang 
diberikan oleh pihak KSPPS anggota datang dan meminta agar 
barang tidak jadi dilelang. Anggota mengangsur kembali dengan 
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menyampaikan bahwa anggota meminjam uang teman dan keluarga 
untuk membayar angsuran. 
3. Arbitrase Syariah 
Yang disebut dengan arbitrase adalah pemutusan suatu 
persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk 
oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan 
dalam prakteknya disebut juga dengan perwasiatan. Dalam 
penyelesaian perkara perbankan syariah di BASYARNAS kembali 
kepada bentuk akad yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak 
sesuai kesepakatan. Merujuk kepada Pasal 1338 KUHPerdata 
tentang kebebasan berkontrak maka pada dasarnya Lembaga 
Arbitrase Syariah mempunyai kewenangan yang sama untuk 
menyelesaikan sengketa dalam Perbankan Syariah. Dalam 
prakteknya KSPPS dalam penyelesaian wanprestasi belum pernah 
melalui badan arbitrase syariah.  
Bahwa dalam penyelesaian wanprestasi KSPPS tidak 
melalui jalur Arbitrase meskipun dalam UU diperbolehkan. 
Penyelesaian sengketa ijarah di KSPPS tidak melalui jalur ini karena 
dalam menempuh dengan jalur kekeluargaan, negosiasi dan 
kesabaran pihak KSPPS keberhasilan menyelesaian sengketa ijarah 
sangat baik. Setiap saat anggota dido‟akan agar segala hal yang 
menghambat usahanya lancar. Hal ini sejalan dengan nilai Islam 
yang menyebutkan bahwa jika ada kesulitan ditunggu hingga ada 
kelonggaran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis di atas, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:  
1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan ijarah 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali yakni kondisi ekonomi seperti 
naik turunnya usaha, bangkrut dan ittikad jelek dari anggota. 
2. Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan Ijarah di KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi Boyolali 
a. Melakukan pendekatan personal kepada anggota dengan cara 
menghubungi nasabah dan datang langsung ketempat anggota. 
b. Melakukan pendekatan kepada keluarga anggota. Keluarga anggota 
terutama suami atau istri anggota. Itulah kenapa dalam surat pengajuan 
pembiayaan terdapat TTD suami atau istri. 
c. Melalui pihak ketiga yaitu seorang yang sudah berkompeten dalam hal 
penagihan namun, di KSPPS Bina Umat Mandiri belum pernah 
memakai pihak ketiga. 
d. Memberikan Surat Peringatan (SP) baik SP 1, 2,3 kepada anggota yang 
melakukan wanprestasi. 
e. Mengundang anggota datang ke kantor guna melakukan Rescheduling 
atau penjadwalan kembali maupun Restructuring yaitu membuat akad 
baru. 
f. Negosiasi barang jaminan untuk melakukan pelelangan. 
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g. Jalur litigasi dengan melalui jalur pengadilan. 
3. Tinjauan Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
Ijarah terhadap penangananan wanprestasi pada pembiayaan Ijarah di 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
Dalam manangani suatu kasus pembiayaan bermasalah yang 
dilakukan anggota Koperasi Syariah, didalam Fatwa DSN MUI terdapat 
beberapa prosedur, yaitu: dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah 
setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.  
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, salah satunya yaitu 
dengan pendekatan kepada anggota dan anggota keluarganya, kemudian 
memberikan Surat Peringatan (SP) yaitu SP 1, 2, 3. Selanjutnya yakni 
mengundang anggota untuk datang ke kantor guna melakukan 
penjadwalan kembali atau membuat akad baru. 
Penanganan secara musyawarah selanjutnya Alternative Dispute 
Resulution yaitu negosiasi. Negosiasi dilakukan guna membahas barang 
jaminan anggota. Selanjutnya Arbitrase Syariah yaitu pemutusan suatu 
persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh 
pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan dalam 
prakteknya disebut juga dengan perwasiatan. 
Dalam penanganannya KSPPS Bina Umat Mandiri berupaya agar 
setiap permasalahan tidak sampai pada ranah hukum dan barang jaminan 
tidak dilelang melalui negosiasi. Langkah-langkah perdamaian diupayakan 
dan dilakukan secara hati-hati dengan terus mendoakan anggota agar 
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usahanya lancar. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna menjaga tali 
silaturahim antara pihak KSPPS dan anggota agar tetap baik. Oleh karena 
itu penanganan wanprestasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.  
 
B. Saran  
Berdasarkan pembahasan diatas, setelah memperhatikan, 
menggambarkan, dan menganalisis tentang praktek penanganan wanprestasi 
maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan 
pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan syari‟ah pada umumnya 
dan KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyoilali pada khususnya: 
1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya wanprestasi pada pembiayaan 
ijarah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali, alangkah baiknya 
KSPPS lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam hal pemberian 
pembiayaan kepada nasabah dan selalu melakukan pengawasan 
terhadap pembiayaan yang disalurkan. 
2. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan ijarah di 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali, sebaiknya tetap 
menerapkan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjaga 
hubungan baik dengan nasabah.  
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LAMPIRAN I 
FATWA 
DEWAN SYARI‟AH NASIONAL 
Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 
Pembiayaan Ijarah 
 ٌِ ِٞد هشىٱ ِِ َََٰ ْد هشىٱ ِ هللهٱ ٌِ ِْست 
Dewan Syari‟ah Nasional setelah 
Menimbang : 
a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat 
suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad 
ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran 
sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri; 
b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa 
pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui 
akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee); 
c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh 
lembaga keuangan syari‟ah (LKS) melalui akad 
pembiayaan ijarah; 
d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad 
ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 
Mengingat : 
1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32: 
 َُٖرَشْٞ ِع ٍَ  ٌْ َُْْٖٞ َت َاْ َْ ََسق ُِ َْذّ ،َلِّتَس َد ََ ْدَس َُ ْ٘ َُ ِسَْقٝ ٌْ َُٕأ اََْْعفَس َٗ  ،َاّْٞ ُّذىا ِجَاَٞذْىا ِٜف ٌْ
 ٌشْٞ َخ َلِّتَس ُد ََ ْدَس َٗ  ،ًّاِٝشْخُس اًعَْعت ٌْ ُُٖعَْعت َزِخهَرِٞى ٍخاَجَسَد ٍطَْعت َق ْ٘ َف ٌْ َُٖعَْعت
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 َُ ْ٘ ُع ََ َْجٝ ا َه ٍِ. 
"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." 
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233: 
...  ٌْ ُرْٞ َذآا ٍَ  ٌْ ُر َْ هيَس اَِرإ ٌْ ُنْٞ َيَع َحَاُْج ََلاف ٌْ ُمََدلا ْٗ َأ ا ْ٘ ُعِظَْشرَْسذ ُْ َأ ٌْ ُذْدََسأ ُْ ِإ َٗ
 ٌشْٞ َِصت َُ ْ٘ ُي ََ َْعذا ََ ِت َالله ُه َأ ا ْ٘ َُ َيْعا َٗ  ،َالله اُ٘قهذا َٗ  ،ِف ْٗ ُشْع ََ ْىِات. 
"… Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada 
Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan." 
3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 
 َْٞخ ُه ِإ ،ُْٓشِْجَؤرْسا َِدَتأَآٝ ا ََ ُٕاَذِْدإ َْدىَاق ُِ ْٞ ٍِ َلأْا ُّٛ ِ٘ َقْىا َخْشَْجَؤرْسا ِِ ٍَ  َش . 
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai 
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya."" 
4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
bersabda: 
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 ُُٔقَشَع هفَِجٝ ُْ َأ َوَْثق َُٓشَْجأ َشْٞ َِجلأْا اُ٘طَْعأ. 
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." 
5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 
 َُٓشَْجأ ُٔ َْ ِيُْعَْٞيف اًشْٞ َِجأ َشَْجَؤرْسا ِِ ٍَ . 
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya." 
6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia 
berkata: 
 َيَع ا ََ ِت َضَْسلأْا ِٛشُْنّ اهُْم اََّاََْٖف ،َاْْٖ ٍِ  ِءا ََ ْىِات َذِعَسا ٍَ َٗ  ِعْس هضىا َِ ٍِ  ْٜ ِقا َ٘ هسىا ٚ
 ْٗ َأ ٍَةَِٕزت َاَِٖٝشُْنّ ُْ َأ َاَّش ٍَ َأ َٗ  َِلىَر ِْ َع ٌَ هيَس َٗ  ِٔ ِىآ َٗ  ِٔ ْٞ َيَع ُالله ٚهيَص ِالله ُه ْ٘ ُسَس
 ٍح هِعف. 
"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami 
melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami 
menyewakannya dengan emas atau perak." 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 
 ََدأ ْٗ َأ ًَلالاَد ًَ هشَد اًذْيُص هِلاإ َِ ٞ َِ ِيْس َُ ْىا َِ ْٞ َت ٌِضئاَج ُخْي ُّصَىا َُ ٘ َُ ِيْس َُ ْىا َٗ  ا ًٍ اَشَد هو
ا ًٍ اَشَد هوََدأ ْٗ َأ ًَلالاَد ًَ هشَد اًغْشَش هِلاإ ٌْ ِٖ ِغُٗشُش َٚيَع. 
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
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haram." 
8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa 
menyewa. 
9. Kaidah fiqh: 
 َذ َٚيَع ٌوْٞ ِىَد ه َُذٝ ُْ َأ هِلاإ ُحَدَاتِلإْا َِخلا ٍَ اَع َُ ْىا ِٚف ُوَْصَلأاَاٖ َِ ْٝ ِشْذ . 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
 ِِخىاَص ََ ْىا ِةْيَج َٚيَع ًٌ هَذق ٍُ  ِذِسَاف ََ ْىا ُءْسَد 
"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus 
didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan." 
Memperhatikan : 
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH 
Pertama : 
Rukun dan Syarat Ijarah: 
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara 
verbal atau dalam bentuk lain. 
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi 
jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
3. Obyek akad ijarah adalah : 
a. manfaat barang dan sewa; atau 
b. manfaat jasa dan upah. 
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Kedua : 
Ketentuan Obyek Ijarah: 
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa. 
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan). 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syari'ah. 
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa. 
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik. 
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu 
yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula 
dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat 
lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah 
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
Ketiga : 
Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 
diberikan 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
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c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang 
disewakan. 
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau 
jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab 
untuk menjaga keutuhan barang serta 
menggunakannya sesuai kontrak. 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang 
sifatnya ringan (tidak materiil). 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena 
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga 
bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam 
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut. 
Keempat : 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
  
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal 
: 
08 Muharram 1421 H 
 
13 April 2000 M 
DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua 
Prof. K.H. Ali Yafie 
Sekretaris 
Drs. H. A Nazri Adlani 
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LAMPIRAN II 
DAFTAR PERTANYAAN 
A. PIHAK KSPPS BINA UMAT MANDIRI BUMI BOYOLALI 
1. Apakah pembiayaan ijarah itu? 
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ijarah? 
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan ijarah? 
4. Berapa jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah? 
5. Berapa yang telah mengalami kemacetan? 
6. Hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi? 
7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemacetan? 
8. Bagaimanakah penanganan wanprestasinya? 
9. Apakah ada negosiasi? 
10. Apakah penyelesaian itu pernah melalui jalur pengadilan? 
 
B. ANGGOTA KSPPS BINA UMAT MANDIRI BUMI BOYOLALI 
1. Usaha apa yang anda jalankan? 
2. Sudah berapa lama usaha ini berjalan? 
3. Apakah kios ini sewa atau milik sendiri? 
4. Berapa sewa satu tahunnya? 
5. Apakah kios anda ini selalu ramai? 
6. Apakah kios ini pernah sesekali tidak ada pengunjungnya? 
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LAMPIRAN III 
DAFTAR RESPONDEN 
A. PIHAK KSPPS BINA UMAT MANDIRI BUMI 
No. Nama Tanggal Pekerjaan 
1. 
 
 
2. 
 
3.  
 
4.  
 
Zainal Fattah N. S.Hi 
 
 
Nisa Uswati 
 
Doni Muttaqin 
 
Lista Trikurniawati 
 
14-03-2018, 
   30-05-2018, 
   18-07-2018 
14-03-2018 
 
30-05-2018 
 
30-05-2018 
Manager KSPPS Bina 
Umat Mandiri Bumi  
 
Kasir KSPPS Bina 
Umat Mandiri Bumi 
Marketing KSPPS Bina 
Umat Mandiri Bumi 
Admin KSPPS Bina 
Umat Mandiri Bumi 
 
B. ANGGOTA 
No. Nama Tanggal Pekerjaan 
1. H.S 01-06-2018 Usaha Tukang Cukur 
2. A.K 04-06-2018 Usaha Konter Hp 
 
91 
 
 
LAMPIRAN IV 
DRAF WAWANCARA 
MANAGER KSPPS 
Nama                     : Bapak Zainal Fattah Nurullah 
Waktu wawancara : 14 Maret 2018, 30 Mei 2018, 18 Juli 2018 
Saya                    : Apakah yang dimaksud pembiayaan ijarah di koperasi ini pak? 
Manager KSPPS : kalau ijarah itu ya bukan murabahah atau mudharabah mbak. 
Ijarah itu berupa upah atau jasa bukan jual beli. Jadi kita itu 
mencarikan kios apabila nasabah membutuhkan kios. Seperti 
kios samping ini punyane mas nando itu juga pembiayaan 
ijarah disini. 
Saya                   : samping pas ini pak? Mengajukan berapa tahun itu pak? 
Biayanya berapa 
Manager KSPPS  : iya mbak. Kalau mas nando itu ambil satu tahun 3,4 juta.  
Saya               : untuk sejarah berdiri, struktur organisasi dan lain-lain tentang 
koperasi ini pak 
Manager KSPPS  : oh, kalau itu nanti minta mbak lista saja atau mbak nisa. 
Dileptop ada file nya. 
Saya               : pak, kan yang mengajukan pembiayaan ijarah 142 niki kan yang 
macet 17 anggota. Itu pernah sampai dibawa ke jalur 
pengadilan tidak? 
Manager KSPPS : kalau disini Alhamdulillah belum pernah mbak. Soalnya biaya 
kalau di pengadilan itu mahal dan ribet. Jadi disini kalau ada 
yang macet ya selalu kita do‟akan. Tiap pagi aja kita ada 
kegiatan baca Al-Qur‟an bersama. Kalau gak percaya Tanya 
itu sama mbak lista. Pokoke ki kembali ke tujuan awal 
koperasi mbak. Niat kita itu untuk menolong, jadi kalau kita 
nagih ke tempat nasabah yang bilang minta tolong dengan 
sangat segera membayar angsuran. 
Saya                    : biasanya pembiayaan itu untuk apa saja pak? 
Manager KSPPS  : kalau disini itu untuk sewa tanah, sewa ruko ada juga yang 
untuk bayar kuliyah. Kan bayar kuliyah itu jasa bentuknya. 
Tapi itu mbak, kalau bayar sekolah pihak kita gak 
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membayarkan langsung ke sekolah soale biasane nasabah 
kuwi isen. Jadi ya kita kasih uang berapa butuhnya bayar 
terus nasabah bayarkan sendiri. 
Saya                   : terus ini pak, alure dari awal nasabah mau mengajukan 
pembiayaan ijarah sampai dana ne cair 
Manager KSPPS: kalau itu gini mbak, kan nasabah datang ke kantor ketemu mbak 
lista terus nasabah ngisi formulir dulu yang warna putih itu to. 
Terus nanti formulir saya baca baru nanti nasabah dikabari lagi 
untuk ke kantor membawa syarat-syarat pengajuan 
permohonan dan bertemu saya. Di situ kita membahas apa 
yang dibutuhkan nasabah lah yo karo kesepakatan intine. Baru 
setelah itu nasabah pulang kita nganakke nganu yo coro-corone 
musyawarah karo wong kantor. Kalau udah ada kesepakatan 
kita kabari lagi nasabahnya dana iku bisa cair gak. Kita liat 
latarbelakang nasabah piye. Pembiayaan arep go usaha opo, di 
delok kiro-kiro dak ngajukan pembiayaan semene nasabah 
kuat opo ora. Kita yo kudu survey. Pokok.e nasabah kuwi kudu 
gelem di survey. Soale resiko pembiayaan kuwi seng 
nanggung kantor mbak. Kapan kae aku neng BMT gone 
koncoku, kok ngarep enek mobil ki nganggur. Tak tekokke 
mbak, ternyata enek nasabah ngajokke pembiayaan kon 
golekke mobil ndang tekan gone mobil lg di jajal 2 dino, 
nasabah gak trimo. Dadi jenenge lembaga kuwi kudu jeli lah 
istilahe.  
Saya                   : kalau masalah barang jaminan itu pak? 
Manager KSPPS : barang jaminan itu mbak. Kalau BPKB motor ya yang platnya 
AD terus di atas tahun 2000nan lah. Ada juga yang sertifikat 
tanah. 
Saya                  : biasanya nasabah mengajukan pembiayaan ijarah untuk apa 
pak,? 
Manager KSPPS : sesuai kebutuhan mbak, biasane sini satu tahun angsurane. 
Kalau tanah ya setahun sekitar 7 jutanan, kalau kios seperti 
samping-samping ini setahun rata-rata tiga sampai empat 
jutanan. Pokoke kita Tanya, nasabah punya uang berapa nanti 
kita berapa. Seperti butuh sepeda motor mbak, misale nasabah 
punya uang tiga juta dua ratus harga sepeda motor sepuluh juta 
ya kita genep aja, kita ngasih pinjaman tujuh juta yang tiga juta 
nasabah la yang dua ratus ribu biar buat lain aja.  
Saya                 : untuk kerugian kemacetan gimana pak? Jika nasabah itu 
angsurane nunggak? 
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Manager KSPPS: kalau masalah kerugian itu menjadi resiko kita mbak. Makanya 
dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah iku harus jeli. 
Bener-bener di survey langsung. Soale dikemacetan angsuran 
iku mbak kita sendiri gak menerapkan denda atau kifarat lah. 
Saya                  : loh kok tidak pak? 
Manager KSPPS : iya mbak. Kita itu berpikir nasabah saja sudah susah gak bisa 
ngangsur jika di tambah denda nanti nasabah tambah susah. 
Pokok.e kembali lagi ke tujuan awal koperasi. Kita juga gak 
mau mbak, hubungan nasabah sama pihak kita menjadi gak 
baik. Nanti malah ketemu dijalan menghindar ahahhahahha 
Saya        : Bagaimanakah penanganan wanprestasi untuk kemacetan pak? 
Penanganan dari pihak sininya. 
Manager KSPPS : itu mbak disini kalau nasabah itu masuk pada kemacetan bulan 
ke dua lah, kan akhir bulan itu ada perhitungan nanti saya atau 
mas doni menghubungi nasabah. Ya memberitahu kalau 
nasabah itu telat coro-corone. Kita juga itu mbak, mendatangi 
nasabah lah ke rumahnya.  
Saya                  : ada itu gak pak, apa namanya surat peringatan. 
Manager KSPPS : kalau SP itu kita sampai SP 3 mbak. Jadi SP 1 berisi surat 
tagihan, kemudian SP 2 isine mengundang anggota datang ke 
kantor SP 3 kesepakatan kedua belah pihak lah. Gimana 
enaknya.  
Saya                  : kalau pendekatan pada keluarga nasabah disini ada gak pak? 
Manager KSPPS : ada mbak, ada. Jadi saya atau mas doni kalau pergi itu kan ke 
tempat tinggal nasabah. Di sana bisa bertemu istri atau 
suaminya. D rundingkan, biasane nasabah kalau belum punya 
ya bilang. Nanti kalau sudah panen diangsur gitu biasane.  
Saya                  : itu pak, pernah tidak penagihan lewat pihak ketiga ? 
Manager KSPPS : pihak ketiga kalau disini tidak mbak. Ya pokok.e kalau tidak 
saya ya mas Doni kadang pak Ali juga ikut. Kita ki pokok,e 
hubungan sama nasabah bagus mbak. Namanya juga desa kan 
sini, jadi kalau memang nasabah belum punya ya belum punya 
tenan. 
Saya                   : disini pas musyawarah nasabah sama pihak kantor ada 
penjadwalan  kembali gak pak? 
Manager KSPPS : untuk penjadwalan kembali disini ya member jangka waktu 
pada nasabah untuk pembayaran angsuran itu mbak. Kalau 
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sudah macet nasabah urong duwe duwet ya kita musyawarah 
memperpanjang jangka waktu. 
Saya                  : kalau membuat akad baru ada gak pak? 
Manager KSPPS : gak mbak. Disini kalau awalnya ijarah ya ijarah, kalau 
murabahah ya murabahah. Manut awale lah. 
Saya                  : lelang jaminan pak? 
Manager KSPPS : lelang jaminan itu kan kalau memang nasabah benar-benar gak 
bisa bayar. Upaya-upaya sudah ditempuh mbak. Nanti kita 
bicarakan ketika nasabah ke kantor, barang jaminan ini untuk 
diapakan. Coro-corone negoisasi lah. Jika barang jaminan iku 
hargane luweh akeh soko angsuran ya sisane dikembalikan, 
tapi nek kurang yo musyawarah neh.tapi ini kok mbak, kene 
belum pernah ada lah. Kalau masih bisa minjam kerabat atau 
gimana carane lah barang jaminan itu ojo di lelang. 
Saya                  : oh gitu ya pak. Makasih nggeh 
Manager KSPPS : iya iya sama-sama. Kalau yang kurang apa bisa tanyakan mbak 
lista utowo mbak nisa ya. Kan aku gak mesti neng kantor. 
 
 
 
 
 
 
 
95 
 
 
KASIR KSPPS 
Nama                     : Ibu Nisa Uswati 
Waktu wawancara : 14 Maret 2018 
Saya              : berapa jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan ijarah disini 
mbak ? 
Kasir KSPPS     : jumlahe seng ijarah sol? Iki iki dihitung kene 
Saya                 : ini ada 142 mbak. Ini data bulan ini kan mbak 
Kasir KSPPS     : iya sol kuwi data terakhir sampai maret iki. 
Saya                 : terus yang mengalami wanprestasi (macet) yang mana aja mbak? 
Kasir KSPPS    : tak tandai mengko itungen dewe ya 
Saya                : iya iya mbak. Mbak nisa hafal to? Sak orang-orange? 
Kasir KSPPS    : apal to sol. 
Saya                : ini ada 17 mbak. 
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Marketing KSPPS 
Nama                     : Doni Muttaqin  
Waktu wawancara : 30 Mei 2018 
Saya              : mas doni, Tanya mas doni lah sedikit 
Marketing      : opo opo sol, tekok opo? Dak isoh tak jawab 
Saya               : ini mas, Tanya yang sebab-sebab bisa terjadi kemacetan pada 
nasabah 
Marketing    : dak kemacetan kuwi kan yo usaha wong enek munggah medune sol. 
Dadi kondisi ekonomine berubah. Kadang usaha ki dak rame yo 
rame, pas sepi yo sepi tenan. Enek pas rame mbayar angsuran ki 
bener-bener tepat waktu, tapi pas sepi yo aku marani neng 
ngomahe malah dikei rambutan lah, jambu lah. Ngono arep nagih 
kono ne gak duwe yo ra penak sol. Koyo pas kowe tak jak ketemu 
wong neng TK  kae lo. Penting hubungane apik. 
Saya              : liyane kuwi opo mas. Koyo emang niate nasabah gak gelem 
ngangsur padahal duwe enek ra. 
Marketing      : owalah, enek niat elek nasabah ngono kuwi to. Dak kene gak enek 
sol, kabeh dak duwe yo tetep ngangsur eg. Seng sengojo gak 
ngangsur padahal duwe gak enek tak rasak-rasakke.  
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Admin KSPPS 
Nama                     : Lista Trikurniawati 
Waktu wawancara : 30 Mei 2018 
Saya                 : mbak lista Tanya, syarat permohonan pembiayaan ijarah gimana? 
Admin KSPPS : prosedur dek, ya iku nasabah menyerahkan fotokopi suami atau 
istri,fotokopi KK, fotokopi jaminan, terus ngisi iki dek 
formulir permohonan karo bersedia disurvey. Apalagi dek? 
Saya                 : ini mbak, untuk bagi hasilnya gimana? 
Admin KSPPS  : itu tergantung kesepakatan kantor sama nasabah dek. Kalau 
ijarah itu disini 2,3%. Kalau yang untuk pembiayaan tempo to 
bagi hasilnya 2,5%. 
Saya                 : pembiayaan tempo yang gimana to mbak? 
Admin KSPPS  : kalau tempo itu gini dek, bulan pertama nasabah membayar bagi 
hasil dan jasa. Lalu bulan kedua pelunasan dan jasa pokok. 
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Anggota 01 
Nama                     : H.S 
Waktu wawancara : 01 Juni 2018 
Saya             : mas H.S, pripun kabare pak 
Anggota 01   : eh mbak sapa kae mbak sol ya 
Saya             : gimana mas? Rame terus kan 
Anggota 01    : ya Alhamdulillah mbak. Bar ko gone pak Fattah to mabk 
Saya           : iya pak. Main main, lama gak kesini. Eh pak, kiose niki udah lama 
belum to. Pas saya PPL itu udah lama ya pak. 
Anggota 01   : ya lumayan lah mbak. Wes meh setahunan lah. PPL mu kae rak ket 
rongewu pitulas to. Saiki wes lulus urong mbak. 
Saya             : hahahahhah, otw lulus pak. Kios ini juga sewa gone bapak.e etane 
pak Fattah niko pak.? 
Anggota 01   : iya mbak. Pokok.e sederet iki tekan ngomahe bapak.e kae sewo 
kabeh. 
Saya            : sewonipun ngajukan ko pak Fattah ya pak? 
Anggota 01  : hehehhe, iya mbak. Mbayar dewe langsung gak kuat aku. Iki 
setahun mbak ngangsurku. 
Saya            : owalah gitu to pak. Pak Fattah orange enak ya pak. 
Anggota 01  : oh iya mbak. Apik kae, dak enek seng urong isoh nganggur yo dikei 
wektu, dijak omong guyonan alon-alon. Kan wonge modele santé 
mbak. 
Saya           : hmmmttt, iya kok pak. Saya seneng loh main ke kantor. Mase pernah 
nunggak to? 
Anggota 01  : hahahhaah, wes tau mbak mbiyen pisan opo pindo kae. Aku yo 
rembuk karo pak Fattah alon-alon. Jenenge usaha mbak kadang yo 
sepi kadang yo rame. 
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Anggota 02 
Nama                     : A.K 
Waktu wawancara : 04 Juni 2018 
Saya           : mase (sambil tersenyum) 
Anggota 02 : eh mbak.e kae. Ko dolan kantor to mbak? 
Saya           : hehehhe iya mas. Beli pulsa mas 
Anggota 02 : oh iya piro? Kene tuilis kene. Suwemen gak ketok mbak. Gak tau 
neng kantor ya. Opo wes lulus?  
Saya          : belum pak. Baru mau lulus. Padahal aku sering neng kantor loh mas. 
Wes plebu mas pulsane. 
Anggota 02 : ya ya. Ndang lulus rabi mbak. 
Saya           : hahahah kerjo sek mas. Eh mas mas, aku tekok-tekok etok ya 
Anggota 02 : hahahhaha ya bener kuwi. Tekok opo mbak, aneh-aneh wae arep 
tekok ijin sek. 
Saya           : hehehhe iku mas. Mase kontere iki yo ngajokke pembiayaan neng 
gone pak Fattah ya. 
Anggota 02 : owalah kuwi, iyo mbak. Ki kabeh sak ngetan. Gon kios manuk kuwi 
iyo. Tapi delok neh pindah. Arep ganti sate. 
Saya           : setahun mas angsurane ? 
Anggota 02 : yo bedo-bedo mbak. Tapi iki aku yo jikok setahun. 
Saya          : hooooo, pinten mas angsurane sebulane 
Anggota 02 : hahahhahah dak kuwi rahasia mbak. Kono tekokno pak Fattah. 
Saya          : (hanya tersenyum) 
Anggota 02 : ge opo to mbak? 
Saya          : hahahhaha pengen tau mas 
Anggota 02 : tenane wkwkwkwk 
Saya           : kantor orange santé-sante ya mas 
Anggota 02 : kantor kono to mbak, iya santé, pak Fattah karo mas Doni kae yo 
sering rene ngobrol-ngobrol. 
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Saya          : hahahah iya mas. Saya juga sering ngobrol sama bapak.e. pas PPL itu 
juga pernah diajak neng gone nasabah-nasabah mas. Jaluk.i tagihan 
karo neng SD tabungan. 
Anggota 02  : iyo mbak. Wes pokok.e sante. Enek seng ra ngangsur yo mas Doni 
kae keliling marani nasabahe. Ketemu neng dalan yo ditekoi apek-
apek. Kene ran roto-roto petani mbak. Panen ki ra mesti. Dadi yo 
maklum lah pak Fattah. 
Saya           : (senyum sambil mengacungkan jempol).  
 
 
 
 
 
 
